
 

 

 

 

 

 

BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR  13   TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 26 

TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan, maka beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2012 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu 

diubah dan disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
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Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2757);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049);  

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 6); 
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14. Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 

26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 26 

Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2014 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 26 TAHUN 

2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 

TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

   

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 

6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 26) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita 

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 

1.  Ketentuan angka 2, angka 5, dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Blora. 
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4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang 

selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD 

adalah UPTD pada BPPKAD. 

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), 

atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 

tetap. 

9. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya 

pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada 

Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang 

selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

11. Bumi adalah permukaan bumi  yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah kota. 

12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau 

laut. 

13. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya 

disingkat NJOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas 

tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak. 

14. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, 

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang 

pertanahan dan bangunan. 
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15. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang diatasnya melekat 

hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah 

harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 

secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 

sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. 

17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 

dikenakan Pajak. 

18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar 

Pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib 

Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 

terutang. 

20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun 

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP 

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 

data subjek dan objek Pajak sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

22. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor 

yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya. 

23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat 

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan 

besarnya Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak yang terutang. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 

SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 

tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
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26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD 

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 

administratif berupa bunga dan/atau denda. 

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan, yang 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, 

Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 

29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh 

Wajib Pajak. 

30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data 

dan perhitungan pajak terutang pada SPOP sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali pajak 

terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku. 

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

2.  Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (satu) pasal yakni Pasal 

20A dan Pasal 20B yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 20A 

Dalam melaksanakan penyampaian SPPT dan pemungutan Pajak, 

Kepala Desa menunjuk petugas pemungut yang ditugaskan untuk 

menyampaikan SPPT dan memungut Pajak kepada Wajib Pajak. 

 

Pasal 20B 

(1) Untuk melaksanakan penyampaian SPPT dan pemungutan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional. 

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada: 

a. kecamatan; 

b. kepala desa/lurah; dan 

c. petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A. 
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(3) Pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan  berdasarkan penyampaian SPPT dan/atau 

prosentase pelunasan Pajak pada wilayah desa/kelurahan yang 

bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. biaya operasional untuk kecamatan diberikan sebesar Rp200,00 

(dua ratus rupiah) per lembar SPPT yang disampaikan kepada 

petugas yang ditunjuk; 

b. biaya operasional desa untuk desa diberikan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. dalam hal pelunasan Pajak sebesar 100% (seratus persen) 

sampai dengan akhir bulan Juli tahun berjalan, diberikan 

biaya operasional kepada: 

a) petugas pemungut  sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) 

per lembar SPPT; dan 

b) kepala desa sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per 

lembar SPPT; 

2. dalam hal pelunasan Pajak sebesar 100% (seratus persen) 

pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 

berjalan, diberikan biaya operasional kepada: 

a) petugas pemungut  sebesar Rp800,00 (delapan ratus 

rupiah) per lembar SPPT; dan 

b) kepala desa sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per 

lembar SPPT; 

3. dalam hal pelunasan Pajak sebesar 100% (seratus persen) 

pada bulan Oktober tahun berjalan, diberikan biaya 

operasional kepada: 

a) petugas pemungut  sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima 

puluh rupiah) per lembar SPPT; dan 

b) kepala desa sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per 

lembar SPPT; 

4. dalam hal pelunasan Pajak sebesar 60% (enam puluh 

persen) atau lebih pada bulan November tahun berjalan, 

diberikan biaya operasional kepada: 

a) petugas pemungut  sebesar Rp700,00 (tujuh ratus 

rupiah) per lembar SPPT; dan 

b) kepala desa sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per 

lembar SPPT; 

5. dalam hal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 

pada angka 1 sampai dengan angka 4 diberikan biaya 

operasional kepada : 

a) petugas pemungut  sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) 

per lembar SPPT; dan 

b) kepala desa sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per 

lembar SPPT; 
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c. biaya operasional untuk lurah diberikan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. dalam hal pelunasan Pajak sebesar 80% (delapan puluh 

persen)  atau lebih lunas pada bulan Juli sampai dengan 

bulan Agustus tahun berjalan, diberikan biaya operasional 

kepada lurah sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) 

per lembar SPPT; 

2. dalam hal pelunasan Pajak sebesar 70% (tujuh puluh 

persen) atau lebih pada bulan September sampai dengan 

bulan Oktober tahun berjalan, diberikan biaya operasional 

kepada lurah sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per 

lembar SPPT; 

3. dalam hal pelunasan Pajak sebesar 60% (enam puluh 

persen) atau lebih pada bulan November tahun berjalan, 

diberikan kepada lurah sebesar  Rp800,00 (delapan ratus 

rupiah) per lembar SPPT; 

4. dalam hal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 

pada angka 1 sampai dengan angka 3 diberikan biaya 

operasional kepada lurah sebesar Rp400,00 (empat ratus 

rupiah) per lembar SPPT. 

(4) Penetapan penerima dan besaran biaya operasional untuk masing-

masing penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

3.  Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

49A yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 49A 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua singkatan 

“DPPKAD” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Blora 

Nomor 26 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2013 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan,  harus dimaknai “BPPKAD”. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

                                  

Ditetapkan di Blora  

                                                pada tanggal 3 Mei 2018 

 BUPATI BLORA, 

 Cap ttd. 

DJOKO NUGROHO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 3 Mei 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap ttd. 

BONDAN SUKARNO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 13 

 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 

 
A. KAIDAR ALI, SH. MH. 

NIP. 19610103 198608 1 001 

 


